LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

Jomor 2 Tahun : 2001 Seri: E No. : 1

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES

"lenimbang : a  bahwa keschatan merupakan kebutuhan dasar masya-
rakat untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan

hidup generasi penerusnya, maka perlu pembinaan, pe-
mantauan dan pengawasan terhadap kegiatan penyele-
ngparaan pelayanan keschatan,

b. bahwa kewenangan penctapan izin di bidang pelayanan
kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Mentenn Kese-
hatan Nomor 1/89A/Menkes/SK/X/99 tentang Wewe-
nann Izin di Bidang Kesehatan, menjadi Kewenangan
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X - g. Peraturan p i
g cmenntah M
Tenaga Keschatan: omar 32 Tahen 1996 renteng
Pemerntul Kabupaten Brebes, gl . i
npgaran pelayantn kesehalan Daryg :I::S:Ifmr::}'s} 9. ﬁﬁﬂ:ﬁml Presiden Nomor 44 Tu}nm""’l'?l?ﬁ' tentang
dan Pemerigiah Kabupaten H.n;h,“; " Fm}"ﬂ-illl’!m Peraturan Perundarg-undangen dan
e halwa sehubunpan d gant Undang Unding, Rancang
i ungan  denpat hal tersebut, moka perly Peraturan  Pemerintah Keputusan
diterbitkan Peraturan Daera) Kabupaten Brebes yang Peasiden: o can  Rancangan 1 3
MENEAE penyelentEnan sang pelayanan keschatan :

di Kabupaten Brebes, 10. Peraturan Menteri Kesehaten Nemor 920/Menkes/Per’

Tenpine H}UEE tentang Upaya Pelayanan Kesshatan Swasta &i

il I;'“dﬂ"'E‘Uﬂdmlg Nomor 13 Tahun 1950 fesiting Bidang Medik;
embentukan  Daerah-daerah  Kabupas dal Perat -

Lingkungan Propinsi Jaws Tengah; ki ks 1. lenta:gﬁef;nr:; Ehﬂmfé%fur 472 Tahun 1996

Praktek Bidan:

& Llndan,g-Ulldang MNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum k-

s
Acara Pidana (Lembaran Ne 12, Keputusan Menteri Kesehatan Momor 9223 Menkes' =
gara Tahun 1981 Nomor 76, x
Tambahan |embaran Megara Nomar 3209); X/1993 tentang Perizinan Apatek;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992  tentany 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
Reschatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil & Linglungaa
Tambrzhan Lembaran Nepara Nomor 3495); Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Momeor 18 Tahun 1997 tentang Pajsk 14. Kepumsan Menteri Dalam Negeri Nemor 174 Tamm
Daerah dan Reeribusi Daerah {Lembaran Negara Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemunguian Rembus
1997 Mamar 41, Tambahan Lembaran Negara Momer Dacrah;

% 15. Keputusan Menteri Dalam Negen: Nomoe 175 Tabe

5. Undang-Undong Nomor 22 Tahun 1999 tentang 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Badanz
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Retribusi Daerah;

Momor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor J839); 16, Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 1182

6. Undang-Undeng Nomor 34 Tahun 2000 fentenp AMenkes/SEN99 tntang Wewenang Penetapan oo
Perubahan atas Undang-Undang Nomer 18 Tahun 1997 di Bidang Keschatan,
tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Megara X Biebes Momor 25 Taha
Tahun 2000 ; M 17. Peraturan Dacrah Kabupaten Brebes hvomor -
Nj: I:zrqms}yumur 245, Tambahan Lembaran Negara 4100 terant Pei Crganisasi dan Tats
; Kerja Dinas Kabupaten Brebes;
7. Peraturan Pemerintah Nemor 27 Talun 1983 [endnng 18, Kepurusan Dewan  Perwakilan Ralvat Dacrsh

Pelaksanann Uncang-Undang Momor 8 Tahen [981
fentang Hukwmn Acara Pidana {Lemboran Negara Tahun Persetujuan  Penerapan  Peraturan

1983 Nownoc. & Tmbehan. Lambusam Neghss: o E:Ln:pimn Brebes tentang Penvelengparaan Sesasd
3238); pPelayanen Kesehatan di Koabupaten Brebes.

Kobupaten Brebes  Nomad 17 pLDERDNL 2001
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19, Keputusan Dewan Perwakilon Hakya Mhirery
kalmipmen Breles Nomor 1REpLDIPRDGX (205 l'-‘w:
tng  Pemberhentian  Dengan  Hommot  Bupoi Diches
Masa Jabatms Tahon 1999 - 2004 «an Penumnjukey,
Pelaksana Tugas Harian Bupati Brebes.

Drenpan Persetujiss
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA KABUPATEN BREBES:
MEMUTUSKARN

Menctaphan ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN BHEBES TEN-
TANG IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELA.
YANAN KESEHATAN DI KABUPATEN BREBES.

AR 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan
m. Daerah adalah Babupeien Brebes;

. Pemenintah Duerah pdplah Pemeriniah Dograh Kabupaten Brehes;
€. Bupnti adnlah Bupati Brebes;
d. Dinas adalah Dinas Kesehotm Kabupaien Brebes;

e Panclon adalah penanggung fawab lembaga berbadan hukem st orng
prrafads yang menpajukan tzi;

L Benwk Pelnyanun Fesclatan Swasta adalah badan, yaryasan betbadan
bukum, perseorangen yang  menyelengparakon  pelayanon kesehata
FWdAl;

g Prokick Besama Dokter UmumfWokter Gigi Swastn adulah kegiatan
penyclenggarzan peloyanan kesehatan yong  dilakukan oleh tenaga

=

-3-

a swasta bersama-sama pada satu lokasi pelayanan dengan sang

e jﬂ

walb yang telgh diletapkan;

srck Ecrk;l.mnpﬂ]:; _Dakter Spesialis adalah  penyelenggaren
Jayanan medik spesialistik secara bersama oleh Dokter Spesizhs g
Spesialistik dengan atau menggunakan pereming medh

pokter Gig

4p satu lokasi pelay

ot telaht ditetapkan:

saklek Pererangan adalah
ceorang Dokter Uy
spesialis tang;

HbTeng

anan kesehatan dengan saty penmagens jawss

penyelenpparain pelavanan medik oleh
m, Dokter Gigi, Dokrer Spesialis atan Dolser Gim
gunakan penunjang medi;

aumah Sakit Umum adal
gesclatan yamg bersifut d

| Rumih Berg

sh rumah sakit yang memberdan pelavanm
asar, spesialistik dan subspesialisak;

alin adalah tempat unmk memberikan pelayanan Lesghatiz
asar kepada '.*.h_m.itn hamil, wanita bersalin, warira mesvissl, waniss
alam masa nifas, pelayinan imumisas don peloyvamen Relsarp
Berencana yang diselengparakan oleh organisas yang berbadan hukum;

Balzi Pengobiatan adalah tempat untuk niembethan pelnanan Leschates

~tal

mﬁrhlttqwnn di bidang penpobutun umum yass diselenggaraian oled
trgamsast yang berbadan hukum seseai denpsn ketenruan vasg berfaku

Pmk.“:k Bidan adalah penyelenggoraan pelayanan keschatan daser Repada
wankt hamil, wanita bersalin, wanita meyuss, wanis dalam masa mifls
| pelayanan imunisasi, pelayanan kelparg beescama ds pelavana
weschatan masyarnkat yang dilskuken olch seormg biden vang memensls

persyaratan sesuai dengun peraturan yang berlaiu

Prakick K-'-:Fl-'mwﬂtll.ll aidalal Fﬂ-‘_-l-,_ligu:;_g.]_r:-l F\-Iilg.-",,.'.:ul ]..'.:-r--::;-.tal'_':
ving  dilikukan oleh seorany fenagh Repermbaln yang Mamenen

persyAratan sesuni dengan peraura yasg bkt
Cokeer [adosesia [IINY, Perssnion

Chrpanisas

Dokter Gipi lndonesia (PDG
atun Bidan ledorcsia (18] €

("PNIY:

Tenagn Medis ada!
Tei K el sidalalt Apoigker, Analis Farmasy dan - Assisien

Apoteker;
Tenaga b

Profesi snelgmn Ratz

watan adalah Perawat dan Bidan,

— &

1 fkatan Sarjana Foomasi Indenesia (8F1L
41 Perdaman Perawar Nosiogus adondis

oy Dakter Umam, Dokter Gigl. Dokter Spesialis,
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Sura p

. = 11H] ] isi

dil N E;S? Ean% s:la!uutn:r'u disinghknt SF_nd::luh bukti
i £ epkes kepada tenagn medis dan DO K
PIRNST gyl tenaga  keperowatan yan e

Fepittonst _ telah  mendafiarkan dig
berlat, 1) sesumi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yanp

tertulis yanp

5 : "
Hrat Rekomendasi adalah surat pengantar dari Orpanisasi Profesi dimana

tE“ 1 = - ¥
28 medis kefarmasian dan keperawatan melakukan prakeek:

3 P
dn-‘llgd:ﬂ- Pi!:r!'csu adalah pedoman vang diperpunakan schagai perunjuk
T menjalankan profesi medis kelurmasian dan keperawatan;

8 . .

H:i"'-'l Ir_rn Prakick yang selanguinys disingkat SIP adalah bukt tertulis

S L‘—.T-jhuikm oleh Dinas Keschatan kepada tenagn medis (Dokier

Fmi"‘-;s.:..klﬂﬁnktt:r Umu:npukch GigiBidan/Peraveat) yang menjalan-kan

e e sftclnh memenuli persyaratin sebagaj Penpakiian kewenangan
uk melakykan pelayanan keschatan sesys; dengan profesinya;

Slﬂ'at Izin K eri : i
ibery i yang sclanjutnya disingkat SIK adalah bukt tertulis yan
ﬂ;\:ﬁ“kﬂll aleh n-l:Pk-ﬂE Fﬂ:]'.lﬂd.u tenaga -I"IPDIEI'JH yang, Inmjalanknﬁ'
4 :::I-; setelah memenubi persyaraton scbagai Pengakuan kewenangan
ik melakokan pelayanan sesuai dengan profesinya:

rsf'-'lﬂl'l: Persetujuan Tempat Praktek/Usaha  baik PCTOTANEAN M pun
Jl::]h pa adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Bupati bagi
clembagaan berbadan hukum vang melaksanakan pelayannn kesehatan
selanj utiya disinpkat SPTP;

]?.Fr?":k "-:.'I.ﬂﬂlﬂll Suatu tl:rrlj'.lill teilentn, tempat dilakuban P.nl.;ﬂ[jﬂa;m
Himmasian atan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat;

p“d""il:'a"E Besar Fannasi (PBFjadalah Badan hukum perscroan ferbatos
Mau koperasi yang memiliki izin untuk  pengadaan, penyimpanan,
Penyaluran perbekalan fammasi dalom jumlaly besar sesusi ketentuan
Perindang-undangan vang berlaku:

i i T §
L Penyalur alat keschaten adalah badan hukem, koperasi atan peroranpin

Yang memiliki izin  umtuk menyulurkim  alat-nlat  keschatan  sesua
ketentian perundang-undangan yang berlaky;

Apotcker adalah mereka yang  berdasarkan  peraturan perundang-
undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefannasian di

Indonesia sebingat Apoteker;

_

==

o Pendamping adatah Apoteker yang bekesia di Aporck di
| e Apoteker Penanggung  jawab  Apotek (APA) dm  atau
ﬂﬂg_anhmﬂ!l"" pada jam-jam tertentu pada hari buka ApSisk:

Pengganti adalah Apoteker yang menpoantikan Apoteker
* ponBpung. jowab Apotek (AR A) selama APA tersebut tidak berada &
lebili dari 3 (tiga) bulzs secara terus-menerus, tlth memilik
arat in Kerja (SIK) dan tidak bertindak sehapai APA di Apotsk lain:
asiten Apotcker (AA) adalah mereka yang berdasacksn persturan
| pundng-undangan  yang  berlaku  berhak melskuken  pekeraan
| jefamasian sehapai AA:

 Penyuluhan Industri Makanan dan Minuman adalah sus kezistm
pemyuluban yang dilaksanakan oleh petugas kescharan kepads indusm
mikanan dan minuman perumshan apar memenuhi standar kesshassn
| yung berlaku;

: Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelakeans pelsyansn atss
psa yang diberikan kepada pasicn dalam mangka observas, diagnosis,
pengobatan dan rehabilitasi,

: Lembaga Berbadan adalah suaw bennuk badan vssha vasg melipus
Perscroan Terbatas, Perseroan Komanditar lainnya, Baden Ussha Milik
Wegara atauw Dacrah dengon nama dan bentk spapus, perssbusan
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yavasan atas pepansast vang
sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk wsaha tsep serta benmk badan

usaha lainnya;

Pemerikzaan adalah Sl:langjmm L-:s;nun untk metoa. |-|.‘:‘.'u::lpl.']'n..1.'!
dan mengolah data atau keterangan lairnya dalam ranghs penzeasa
kepatuhan  pemenuhan kewajiban berdasarban Peraturan Perundang-
undangan Retribusi Dacrah;

Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tiadakan yang dilabulan
oleh penyidik pepawai nepeni sipil yang sehimpumma dopat deebat
penyidik, unuk mengan serta mengumpuikan bukn yang demgan bukt i
membuat  terang  tindak  pidsna  vanp fenadi  sata mememukan
lersanpkanya;
k. Pengobatan Tradisional adalah salsh sam upaya pengobatan amw
perawatan car lgin di huar ilmu kedokteran atsu ilme hepaawaten,
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il Hﬂ-“-"b!ts-i Perzinan Tertentu pdalah rewilmsi ates kepiaton  terienty
Pemetintah Daecrah dalam memberikan izin kepada perorangan atay
|-.‘Jt1!'a.¢,".‘. berbadst halam:

mm. Pedapong Chat Eceran adalah perorangan yang melakulan juzal beli
ebat-obatan vang masuk dalam kategorni obat-obatan bebas terbatas:

taL Voo Gt adalah fembapa berbadan bukume yanp mclakukon jual beli
ohat-obatan yang masuk dalam kategari obat-obatan bebas terbatas.

BAR 11
MARKSITY DAN TUJLUAN

Pasal 2

Olalsud =

Untuk menentiblan penyeleagoarann pelayanon keschatan dalam rangka
pelimpahan kewenangan ke dacrah dalam otonomi daerah kabupaten.

Tujuan

I, Terwaugudnya terlib hukum penyelengrarann pelayanan kesshatan
masyarakat scspai dengan hek, wewenang, ftanggung  jawab
peayelengpara,

42
'

Perlindungan masyaraknt scbogai pengguna pelayanan  kesehatan i
Kabupaten Brebes;

3, Dalam penyelengarann pelayanan kesehatan di Kabopaten Brebes dagat
terbing, terkendali guna peningkatan pelayanan keschatan,
BALR TN
OBYEK DANSURYEK

Pasal 3

(1) Obyek lzin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Keschatan adalah
semua penyelenggaraan di bidang keschatan yang di selengrara-
kan di daerah;

-9

 gatyek lzin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan adalah usahg
| lengearaan sarana di bidang kesehatan yang meliput
f 5 Prakick Bersama Dokter Umum/Dakter Cingi;
5. Prakiek Berkelompok Dokter Spesialis/Dokder Gin Spenialis;
. Balai pengobatan; =
Rumah bersalin:
Rumnzh Sakit Umum:
Praktek Perorangan Dokter Umum:
Praktek Perorangan Dokter Gigi;
Prakiek Perorangan Drokter spesialis;
Praktek Perorangan Bidan;
Praktek Keperawatan;
Apotek;
Pedagang Obat Eceran;
. Toke obat:
Pedagang Besar Farmasi (PBF);
Penyalur Alat Kesehatan:
Penyuluban Industri Makanan dan Mirwrans Perumahs:
Pengobatan Tradisional

b - A S = ) & i R L

BAR IV

TATA CARA MENDAPATRAN [Z1N

Fasal 4
1 Tzin Penyelenggaran  Pelayanan Kesehatan Swasta di wilasah
Kabupaten Brebes dikeluarkan oleh Bupar,

) Syasat perizinan penyelenggarun kesshatan melpun
A. Persyacaiun pendirian Bumah Saki
|. Foto copy Akte Netans lentang Pendinian Organisas) Ber
hadan Hukum.

2. NPWP.
Folg copy Sertifikat lokasi smas mama pemohon oy swa

eipmjukan pengEunian lokan eleh pemelik, vang. dizahkan

Tl

i.m:..mi wing betwenang
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4 Irn Ponsap dan [nstanss yang berwenang
£ Sindi kelavakan pendintun Rumaly Sahil
h Reloengemdasi PERS] selempal
7. St permvaman tunduk dun patch terladap  peraturan dan
pertndang-endnngan vong berlakn,
Mezpvaratan perdirian Bo.ia Penpobatin, Rumah Bersalin, Prakek
Boersana, Dokter UmuniyDokter Gigd, Praktek Kelompok Dokter
Epedalis Dokter Gigr Spesialis
1 Folo copy Akte Notans tentang  Pendirian  Orpanisasi
Berbadan Hetkum,
TRrYT— — e e
3. Foro copy Sernfikar lokasi stz nama pemohon  ata  surat
penmpukon pengrenzan lokasi oleh pemilik, yang disabban
instansi vang berwenang
Izinn Prinsip dani Instansi yang berwenag,
Rekomendasi dani organisasi*profesi yang terkait don Kepala
Puskesmns setempat,
6, Surat pernyataan tundok dan patal terhadip  peraturan dan
perundang-undangan yang berfoku

Persvarntan Peroranpan Kebidanan, Kepermwatan, Dokter Ui,
Dokter Gigi, don Dokter Spesialisokter Gigi Spesialis,

L. Foto copy insah,

2. NPMWE;

3. [zin Prinzip dan [nstansi yong berwenmn,

4. Relomendas dosi orpimisasi profesi vang terhait dan Kepala

Pushesmas setompat,

_ 5 Surmt pemymtasn tenduk don patodi  terhadap  perstuenn

perendang-undangan yaug bardaly

Persyaratan pendinion Apotek

I, Fotocopy [jasal Apoteker.

2. Toto copy Surnt lzin Kega'Surm Penugnsan dan Masy Bhake
Apoteker

3. Kartu Tanda Penduduk sesuni lokas Apotek.

4, NPVT Apoteker Pempeloln Apotik (APA), NPWP Pemilik
Sarana Apotek (P5A)

5. Loles Butuh dan Instansi yang berwenang.

=]1-

Akle Perjanjian antara APA dan PSAL

.

7, Foto copy Sertifikat lokasi stas nama pemobon amu sy
penunjukan penppunaan lokas olsh pemilis yarg disahlan
instansi yang berwenang

§ dzin Prinsip dari Instansi yang berwenung

0, Rekomendzsi. dan organisasi profesi v.-o wrlet Badm

Pengawasan, Obat “dan  Mpkanan, serta Kepels Paskesma
selempal.

10, Surat  permyataan  tunduk dan  paneh - terbadyn  peranurn
pemindang-undangan yang berlaku

 Persyaritan pendirian Perdapangan Eceran dan Teko Obat

NPWP.

ljasah Asisten Apoteker sebagai penanprunge janal.

Surat izin Kerja, .

Folo copy Sentifikat lokasi atas poma pemohon mtau sorm

penuijukan pengpunaan lokasi oleh pemiliy, vane disahiben

instansi yang berwenang,

. lzin Prinsip dan Instansi yang berwenang.

6. Rebomendnasi dari organesasi profesi vare terkmt dn Kepal:
Puzkesmas sefempal.

T Surat  povatsan - teedek  dan parch  ehadap  permurnn

perundang-undagan yung berlaku

Persvaratan pendinian Pedngang Besar Farmasi (PBF).

1 Akte Pendiran.

2 Fow copy Senifikat lokns atas pame pemobon alau swrar
penunjukan  penggunasn lokasi oleh pemihik. yang disabian
instans vang baowenang

NPWP

Lzin Prinsip dan Instansi yang barwenang

ljasah Asisten Apoteker schagan penanggung jawab

Surat lzin Berja Asisten Apateher.

Akte Perjanjian Kerpa Szma

Lislas bunth Asisten Apoteker dan instanst yang berwenang.
Rekomendasi dani orgamisasi profesi yang terkat dan Kepala
Puskesmas selanpat

_-r—!JJ'lI-\_I--

e R )
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Pasal 6
i0. Surat permyataan wndek dan patuh  terhadap  persturan niperpanianga 1 izin seharaiinans dimakid dalsm
g angan pennohonan izin scharaimars dimelad dalem
perundang-undangan yang, berlaku, ol § Avud (1) diajukan yanp barsangkutan soas Pral 4 dewan r.

G. Persvaratan pendirian Laboratoriam -,F,-ﬂ.-;;lﬂ [0 eopy Surat Izin yang lama dan Rekomendag dan Oz

bk

. Akte Pendirian,
2 Fowo copy Semifikal lokasi mlas nama pemohon aian surm i
penunjukan penggunasan lokasi oleh pemilik, vang disahkan Pasal 7
3 NPWP i : ghindn/perpanjangan permohonan izin dilakuken apahiis
_f' I-mhmﬂm s e Maza berlakunya izin sudah berakhiz.
& I’::in Pringi maéﬂfﬁ oy B Ketentuim-ketentuan Iain vang sesumi dangan perstoss yemp belels
. s rne i A , diatur dengan Keputusan Bupati.
6. Rekomendasi dari organisasi profesi-yang terkait dan Kepala
Puskesmas setempat, :
¢, Surat permyathan  tunduk dan  patub  terhadap  peraturan BAB V]
penundang-undangan. PENOLAKAN DAN PEMBATALAN  PENCABUTAN IZIN

H. Persyaratan penyclenggaraan Pengobatan Tradisional,
1. Folp copy Serfifikat lokasi ataz nama pemohon atay sumt
enunjukan naan lokas oleh ilik '
Pengan penulik, yug - dlsakion Surat lzin Usaha Pelayanan Bidang hesehatan difelmarkan paling luma Z

. Pasal8

instans yang berwenang ; , 7 L} . :
7 NPWP. idan) mingew dan pérsyaratan pénzinan yang dinvatakan |sagkap;
3. lzin Prinsip dari Instansi yang berwenanp. iin diberiknn otas nama penrohon dan fdek bis dipmddizzsacion
4. Peknmendasi dari Kepala Puskesmas setempat. kepncda pihak lain.
5. Surat pernyataan  waduk  dan pawh  terhadap  peraturan

perundang-undangan. Pasal 9

(3) Taa cara mendzpatican izin distur dengan Keputusan Bupa, Salienan fzin yang tidak mensenuhi syaat didembalin kepads pemction
2% lambiat 2 (dua) mingau sejak faeggal panenmaas pemalionan, dergas
sehuthkan syarat-syarat yang masih hanus dipenubs

AR W
Bragal 10
MASA BERLAKUNYA XN
' Sohonan jzin yang ditolak, dirkembalican ""T"!J" pemohon dengan sur
Pasal 5 Buitar fertulis paling lambat 2 fduah mig ssak dinvatshan persyacatan

L i kelentuan,
{1 lzin penyvelenpgarm pelayanan di bidang keschotan berlako untuk 5 mamcimhi b
(lima) tahun;
-
{2} Pembaruaniperpanjongan izin schagaimunn dimaksud pada Ayat (1) it £211 dintur febibh lanjur melalui Keputasan Bupan
digjukan olch pemohon atay penanggung jawab selambuot-lambatnya 3 il’i”“ﬂﬂl* dan pene ‘k'#nrum‘,r-'iﬂg berlaku
(tiga) bulan sebelum berakhirya izin, Udlepoan kelen il

Pasal 11

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

i

Pasal 12

(13 ::Fulumm: peacabutan izin disampaikan kepada pemilik iz yang
ersanghurar, dalam waktu selmmbat-lambatnya 2 (dua) minpgu wrhinmg
sejak tangeal keputusan ditetapkan;

{2) Dalun keputusan schagaimana dimal:sud Ayat (1) dischutkan lansy
jan gha waktu p:ncal:lul:m izin;

(3} Dalam hal keputusan dimaksod pada Ayat (1) tidak dapat diterima, yang
bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Bopati dalam walan 14
har setelah keputusan diterima;

(4) Penpajuan kembali izin terhadap keputusan pencabuian sehapsimana
dimaksud pada Ayat (2) dan (3) dapat disjukon kembali sesuai prosedur
vange telah ditetapkan.

BAB V1L

PELAYANAN

Pasal 13
Penyvelengearaan pelayanan keschatan harus sesuai denpan hak, kewajiban
dan wewenang perizinan yang dibsnkan.

BAB VI

BESARNYA BIAYA PENERBITAN IZIN

Pasal 14

(1) Perorangan dan  lembapa badan hukum  yang memperaleh 0
penyelenggaraan pelayanan di bidang keselatan dikenakan biava;

{2) Penctapan besamya biaya scbagaimana dimaksed Ayal (1) pasal md,

sebagai berikut ©
o lzin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta

I. Prakick Bersama Dokter Unum/Dokier Gigho... Bp. 1.000.900 1

e —

i

-15-

3 Prakiek K'ﬂ“mpﬂk dolter Epe‘s::!:s.-'Df-!-.'rcr Gim

i donr dengan Keputusan Bupati,

Pasal |6

e,

'“!"hﬂmh

T Fraturay perundang-undangan yang berlaku,

J.I.

A e CRp.  S000.000
3. Baln Pengnb.-al:m ) o Rp RS
1, Rumah Bersalin yang d'kﬂl':"h E"""LTEF Spesialis. Rp.  5.000,000
Rumah Bersalin yang tidak dikelala Dobrer
F.:ﬂ:dls ------------------ b g s p $0i) 00
4 Rumah Sakit Umum ... Rp. 20 000,000
1n penyelenggaraan pelavanan keseharan praktel percranzan
¢ Prakick Perorangan Dokter UmumDekizr Gigr, fip 60,00k
» Dokeer SpesialisDokeer Gigi Spesialis_ . Rp. 1500000
: Prakrek Perorangan Feperawaran ... Ra. 100 000
{ Praktek Perorangan Kebidanan..._.. A= 100,000
1z penyelengparaan pelavanan kesshatan kefirmasian
| ﬂpnr.ik:...,. PR . Rp | 500,000
2 Pedagang eceran obal v R 250,000
FAR .11y 2 - | EOES SR TT ST SRE EO - Rp. L,JJ-,_- 0
i, Pedagang I!esar F:mmsJ {FEF_:I e Rpe 3.000.000
{ lin Persyaratan  Industn "b[.:ll._u.'rq dan
L1110, 2T PP ) R;'l 100 000
21 penyelenggarnan pelayanan kesehatan lain
Iia Persyaratan Tempat-fempat Umum (TTU).. Rp | 00,000
! Pengiobitan TradiSIORBT i ves i opisdssiismdustanacion Bp 100,000
. EeborBOTHEE SWASIEL . susserrrmsssesmnmsssssbrsass seassaa Rp.  1.000.000
Pasal 15
7 pelrvanai kesehatan vang dilakukan oleh lembaga vang
o dr:kcﬁu};.m ava ;|‘-n1rb:'-=:.=_'3n. pengendalion dan pengawasan

'_:.’-'b_fipum akibat bigva penerbitan tzin sesum dengan Pasal |3

"Wﬂm sebesar 5 % dan biaya operasional yang besarnya
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AR 1N

PEMBINAAN AN PENGAWASAN

Pasnl 17

(1) Sectiap usaha vang telah memperoleh izin berkewnjiban melapackan
kegistan usabanya kepada Dinas Kesehatan,

(2) Lapotan  schopammana  dimaheud  Ayad (1) menvangku proses
pr:n:.ﬂt:nfrm::'m dan masalah pokok yanpg dilmdapi dadam lingham
tangpung jawabnya.

Fasal 18

(1) Pembinazn dan pengowssan terhadap penyelengparaan pelayanan
keschatan swasta ditupaskan kepada Kepala Dinas Keschatan den
Instansi terkait, orpanisasi profes) terkail sepanjang menyanghut
bidang tugasnya;

{2) Pembinazan dan pengawican sehapmimana dimaksud Ayat (1) meliputi:

o Kewsjiban yang haros dilsksanakan sebapnimana ditentukan daam
izin yang berszngkutan;

b, Kchersihan, keschatan, keindahan dan ketertiban lingtkungan tempat
usiha;

c. Dan lain-lain spar muty pelayanan meningkat dan tctap memenubs
persyaratan medik sesuai dengan prosedur, iekmnis, dan elis.

(3) Pembinaan dan penpawasan ferhadap  penvelenppsrann  peopobatin

tradisional dilaksanakan oleh Dinas Keschatan dan Instanst terkaol wens |

wiljib mendafiar sesuai denpan ketentuan yong berlaku.

Preal 19

Tennpa medis, kefannasion dan keperawatan dilassng @
4. Melakukan perbustan yanp bertentangan denpan standar pre i,
penjolankan prakiek di Juar ketentuan yang fercantum daburny sural 190
prukl]k'. ~ : —

' lam keadann fisik don mental terpanged,

I,

-[7-
yielakukan pelanpparan T"lflﬂqp larangan-larargan [ain yang Hafir oleh
J st perundang-undanpan yong herlakon.
{ BAR X
KETENTUAN PIDANA
|
Pasal 20
i -i.l"b ii{.'lﬂ J-"dl':lg ffdg].: ;n:];};_’;.ﬁ_.‘i:l.]-..lh i EWANLEN el
~erupikan kedangan Daerah diancam Pidana kurungan |:_. __:
V=2 6 (emam) bulan stse sanksi denda  Setingp-tmpmnva
o 20000000, -;

wfak pidann dimaksud pada Ayat (1) sdalal pelangen

BAR XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

Y2« Pepawai Megeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
o wewenang khusus schapai penyidik untuk melakukan penyvidilom

5 pudana di bidang Perpajakan atau Retnbust Daerah sehopaimema
syl Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1931 tentang Hukum Acam

=l

‘e penyidik sebagnimana dimaksud pada Ayar (1) adalzh
"-"|||'|:|1-_ mencari, menpumpuolkan dan menelin ketorappon da
i berkennan Tindak Pidana di bidang retribus daeah 2y
"Zaznean ptan Japoran terscbut menjadi lengkap dan j.::_-u:
-Ii mencari dan mengumpultan keterangan mengena) orang
hootug badan tentang kebemaran perbuatan yang drlukul
iz denpan tindak pidana retmbusi dacrah;
'ikclr;m“L i dan barang bukti dari orang pribads atan badan
“izan denpan tindak pidana di bidang retribusi daerah,

&= _1

&)
=

1
=)
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d, Meminta bantuan tentaga ahli dalem rangka pelskssnaan tupa
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi dasrah:

Menyuruh berhenti dan stau melarang sessorang meningpalka

ruangan atay pada sast pemenksaan sedang berlangseng da

memeriksn identitas o1ang dan atau delumen yang dibawa,

f. Menghentikan penyidikan;

g Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikas
tindak pidana di bidang retribusi deerah menomut hukum yang dapat
dipertanppungjawabkan,

(3) Pemyidik sebapaimana dimaksud pads Ayat (1) memberitahaken
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acarn Pidana,

c,

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

lzin Praktek, Izin Apotek, dan [zin Temnpnt Usaha atau izin sejenisoyz yang
telah dikeluarkan akan dilakukan pembaroan,

BAB XIN

KETENTUAN PENUTLIP

Pasal 23
fial-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daersh ini sepanjani

-19-

! . seliap orang mengetabuinya, memerintahikan pengoundanpas Perafuran
i ]

|-‘ﬂ1. ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dagzah  kabupaten

fyebe™

itetapkan di : Brebas
Padarangeal : 11 Desember 2001

Plth. BUPATI EREBES
Cap
td

Drs. TRI HARIOND
Pembina Utama Madyva
NIP. 500033645
Sekretaris Daerah

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2002 SERI E NOMOR |

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
PADA TANGGAL 2 JANUAR] 2002
SEKRETARIS DAERAH

mengenai pelaksansannya akan dietor lebih lanjut dengan Keputusan Bupat I

Pasal 24
peraturan Dacrah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Cap
td.
Drs, TRI HARJONO

Pembina Utama Madya
NIP. 500033645
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